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PERATURAN BUPATI WONOSOBO
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TENTMNG

PicLIMPATIAN SEBAGIAN URUSAN PEAMERINTAHAN

DARI BURPATI KISPADA CAMAT

DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KIECAMATAN

Menimbang

Mengingat

DIENGAN RATIMAT TUHAN YANG MATIA [ESA

a,

<,

BUPATI WONOSOBO, .
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas  dan
mendcekatkan  pelavanan kepada masyarakat o oserta
moempoerhatikan hondisi veogralis dacrah, DTl
mengoptimalkan  peran kecomatan  scebagatl perangket
dacrah terdepan dalam memberikan pelayanan publile
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara tersebut
pada hurul a perlu menetapkan Peraturan Bupat tenfang
Pclimpahan Scbagian Urusan Pemerintahan Darl Bupat
Kepada Camal Dalam Pelayanan administiast Terpadu
Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah. Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsh Jowa Tengaly
Undang-Undang  Nomor 250 Tahinn 2009 lentong
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tainbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);
Undang Undang  Nomor 12 Taban 2011 entang
Pembentukan Peraturan Perundaag undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahurn 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indencesia Nomor
Undang-Undang  Homor 20 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan  Dacrah  (Leribaran  Negara  Republik
[Indonesia Tahun 2014 Nomor 24<, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahon 2014 entang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2914 tentang
Pemerintahan Dacral  (Lombaran Negara  Republik



6.

Q,

10.

11.
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Indoncsia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Neeara Republik Indonesia Nomor 5539);

Pornturan Pemerintat Nomor 65 Tahuan 2005 lentang
Pedoman Penyusunan Dan Pencrapan Standar Pelayarian
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4583);

Peraturan Pemerintah Nomoer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusen  Pemeriniahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi Dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahian Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tweniang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesio Nomor 4741,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4826);

Pernturan Menteri Dalam Newvert Nomor 24 Tanun 2006
tentang  Pedoman  Penyelengearaan Pelayanan ‘Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Newert Nomor 4 Tahun 2016
tentang  Pedoman  Pelayanan Administrast Terpadu
Kceeamatan,

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaian  Dacrch  Kabupaten  Wenosobo
Tahun 2008 Nomor 7, Tembahan Lemabaran Dacran
Kabupaten Wonosobo Nomor 7y

Peraturan Bupatl Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009
tentang Tugas Dan Wewenang Camat (Berita Deaerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 10);

MUEEMUTUSTIAN -

Menectapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PELIMPAHAN SERBAGIAN
URUSAN PEMERINTAITAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN,

BAL
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksugd dengan ¢
1. Dacrah adalah Kabupaten Wonosobho.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.



o

Pemerintah Dacrah adalah Bupati Jdan peranekat dacrah scbagal unsur
penyelenggara pemerintahan dacrah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat scbagai Perangkat Dacrah.

Camat adalah pemimpin dan keordinator penvelenggaraan penerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang delam pcelaksanaan tagasnya memperoleh
pelimpahan kewennngan pemerintaban dion Buapatis antoak menangand
sebagian urusan otonomi dactah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Satvan Kerja Perangkatl Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalean
perangkat dacrah pada pemerintah Dacrah.

Pceloyanan Administrasi Terpadu Kecamatan vang selanjutnya disingkat
PATEN adalah penyclenggaraan Pelavanan Pubiik di Kecamatan dari lahap
permohonan sampai ke tahap terbitnyva dokumen dalam suatu tempat,
Urusan Pemcerintahan Dacrah adalah [ungsi-lungsi pemerintahan yvang
menjadi hak  dan  kewajiban  sctiap tnghatan  dan/at v sustinan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut vang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungt, melayani,
memberdayakan dan menscjahlerakan masyarakat

BAL I
PELIMPAHAN KISWISNANGAN

Pasal 2
Bupall mclimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
Pelimpahan sebagian kewenangan schagaimana dinalestd pada ayat (1)
meliputi ;
a. Pelayanan perizinan; dan

b. Pelayanan non perizinan

BAI 11
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 2 hurul a rmcliput:

a.

izin  Mendirikan Bangunan, untuk  nilai bangunan  dibawah
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah lantai paling banyak
2 (dua) lantai;

<1
dengan modal kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah); _

Tanda Dallar Perusahaan untuk kalegori usahi perorangan mikro dengan
modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 (dua retus
Jutla rupiah);

] o .- . . IR ‘ n .
Sural fzin Usaha Perdagangan antok kategor usoha DUVOGIIZan

Tanda Daltar Industri untuk katceori usaha perorangan mikro dengan
modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 (dua retus
juta rupiah); |

Izin Pemasangan Reklame untuk katégori pemasangan di atas toko atau
halaman/pckarangan dengan ukuran paling banyak 6m?2 (enam meter



persegi), spanduk/layar/umbul-umbul/poster/sticker/selebaran  dengan

lokas! satu kecamatan;

{. izin Salon dan Rumah Makan Kecil;
g. Rekomendasi lzin Perhelatan; dan
h. Rekomendasi [zin Hiburan,

BAB IV
PICLAYANAN NON PICRIZINAN

Pasal 4 :
Pelayanan non perizinan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huial b
meliputi:

a. Pengelolaan administras: Akte Kelahivang

b, Pengelolaan administrast Kartu Tanda Pendudiuks

¢. Pengelolaan administrasi Kartu Keluarga;

d. Pengantar Aktlc Pencatatan Sipil lainnva selain Akte Kelahiran;

¢. Surat Keterangan Pindah Penduduk i dalam wilayah kabupaten;
f. Suratl Keterangan Misking

g. Pengantlar Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

h. Pengantar Rekomendasi Survei Penclitian;

1. Pengantar lzin Keramalan;

J. Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerat, Ruiuk;
k. Legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, keperasi,
kesenian/sanggar seni, dan badan hukum lainnyva;

Sural Keterangan Waris;

m. Dispensasi Nikah; dan

—

=

Surat keterangan dan rckomendasi lain vang dibutuhkan oleh masyarakat.

BAI3 V
PELAPORAN

Pasal 5
Camat wajib mclaporkan hasil peniyelengearaan polayanan perizinan dan non
perizinan schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sctiap 3 (tiga)
bulan sckali kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah,

DAL V]
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
(1) Bupati mclakukan pembinaan dan pengawasan  lerhadap pelaksanaan
PATEN kepada Camal.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) meliputi:
a. penctapan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi PATEN:
b. pemberian pedoman teknis pelaksanaan adnsinistrasi PATEN; dan
c. evaluasi dan pengawasan pelaksinaan administrasi PATEN.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUI?

Pasal 7
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang mengctahuinya, mcemerintahkan pengundangan Peraturan
o o o .Y ? bl
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tuanggal 4 grtoher 2014

BUPATI WONOSOBO,

=
7

7 H.A. KHOL

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal z oxteover 2C1h

SEKRETARIS DAIKRAH
KABUPATEN WONOSOBO,

W

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOB0O TAHUN 2014 NOMOR Zz2



